
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Safinat1 

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 15 TAHUN 2014 

TENTANG 

STANDAR BIAYA UMUM PEKERJAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 

Menim ang 

Mcngingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIBOJONEGORO, 

a. bahwa pekerjaan konstruksi merupakan salah satu 
pekerjaan yang mempunyai nilai strategis yang diatur 
dan dikelola agar fungsional, andal, cfckcff, efisien dan 
diselcnggarakan secara tertib; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi 
yang fungsional, andal, crektff, efisien dan 
diselenggarakan secara tenib, diperlukan adanya 
Standar Biaya Umum Pckerjaan Konstruksi di 
Lingkungan Pemcrintah Kabupaten Bojonegoro yang 
dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan 
Bupati; 

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Dacrah-Oaerah Kabupalen/Kota Dalam 
Lingkungan Provmsi Jawa Timur (Diumumkan pada 
tanggal 8 Aguscus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tcntang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 ·omor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 3833); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tohun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4247); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undong Nomor 25 Tahun 2004 Lcntang Sistcm 
Pcrencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang 
Pemerincahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana celah 
diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Pcnyclcnggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 

9. Peraluran Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4532); 

10. Peraturan Pemcrintah Nomor 79 Tahun 2005 tent.ang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pcmcrintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pcmerintah Nomor 6 Tahun 2006 tcnt.ang 
Pengelolaan Barang Mililc Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609) sebagaimana tclah diubah dengan Pcraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4855); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pcmbagian Urusan Pemcrintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Pcrangkat Dacrah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14 . Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pcmcrintah scbagaimana tclah 
diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 ; 
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15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umurn Nomor 
29/PF:f/M/2006 tentang Pcdoman Persyaratan Tcknis 
Bangunan Gedung; 

16. Pcraturan Mcntcri Pckerjaan Umum Nomor 
30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis F'asililas dan 
Aksesibilitas Pada Bangunan Gcdung dan Lingkungan; 

17. Peraturan Mentcri Pckcrjaan Umum Nomor 
06/PRT/M/2007 tentang Pcdoman Umum Rencana 
Tata Bangunan dan Lingkungan; 

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
45/ PRT/M/2007 ten tang Pcdoman Teknis 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

19. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 20 I 1 
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAVA UMUM 
PEKERJAAN KONSTRUKSI DI LINOKUNOAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BOJO:-lEOORO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

l . Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan 
dcngan pclaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik 
lainnya. 

2. Biaya Umum Pekerjaan Konstruksi adalah pengeluaran yang bersifat 
umum yang tujuannya untuk menunjang pekerjaan konstruksi, tcrdiri 
dari biaya perencanaan, biaya pcngawasan dan biaya pengelolaan 
kegia•.an. 

3. Pagu nAAaran adalah alokasi anggaran yang ditctapkan untuk mendanai 
belall,ia pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Bclanja 
Daerah, termasuk biaya perencanaan, biaya pengawasan dan biaya 
pengelolaan kegiatan. 

4. Billing Rate adalah biaya langsung personil untuk jasa konsultansi yang 
dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang 
berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian 
yang komprehensif scrta dokumen-dokumen yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

5. Biaya Perencanaan Tek:nis Konstruksi adalah besamya biaya maksimum 
yang dapat digunakan untuk mcmbiayai perencanaan pekerjaan 
konstruksi yang dilakukan oleh penycdia jasa pcrcncanaan secara 
kontraktual dari hasil seleks1, penunjukan langsung, atau pcngadaan 
langsung. 
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6. Biaya Pengawasan Konstruksi adalah besamya biaya maksimum yang 
· dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pekerjaan konstruksi, 

yang ,:iilakukan olch penyedia jasa pengawasan secara kontraktual dari 
hasil .eleksi, penunjukan langsung atau pengadaan langsung. 

7. Biaya Pengelolaan Kegiatan adalah besamya biaya maksimum yang dapat 
digunakan unluk membiayai kegiatan pcngclolaan pekerjaan konstruksi. 

BAB It 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Standar Biaya Umum Pekerjaan Konstruksi dimaksudkan sebagai 
standar biaya tertinggi untuk menunjang pekerjaan konstruksi di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojoncgoro. 

(2) Standar Biaya Umum Pekerjaan Konstruksi ini bertujuan untuk 
mewujudkan pckerjaan konstruksi secara tertib, efcklif dan efesien. 

BAB Ill 
RUANO LINGKUP 

Pasal 3 

Standar Biaya Umum Pekerjaan Konstruksi yang diaLur dalam Peraturan 
Bupati ini meliputi : 
a. biaya perencanaan lcknis konstruksi; 
b. biaya pengawasan konstruksi ; dan 
c. biaya pcngclolaan kegiatan. 

BAB IV 
STANDAR BIAVA UMUM PEKERJMN KONS'fRUKSI 

Bagian KcsalU 
Biaya Pcrcncanaan Teknis Konstruksi 

Pasal 4 

(1) Biaya perencanaan teknis konsultasi scbagaimana dimaksud daJam Pasal 
3 huruf a dibebankan pada biaya untuk kegiatan perencanaan yang 
bersangkutan. 

(2) Besamn nilai biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
d.itetapkan sebaga.i berikut: 
a. Sampai dengan Rp. 250 juta sebesar 6,5% (enam koma lima persen) 

dari pagu anggaran; 
b. DiaLas Rp.250 s/d Rp.500 juta sebesar 6% (enam persen) dari pagu 

anggaran; 
c. Diatas Rp.500 juta s/d Rp.l milyar sebcsar 5% (lima persen) dari pagu 

anggaran; 
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d. Diatas Rp. l milyar s/d Rp. 2,5 milyar ditetapkan 4% (empat persen) 
dari pagu anggaran; 

c. Di11tas Rp.2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar d1tctapkan scbesar 3,5% (liga 
ko ,,a lima persen) dari pagu anggaran; 

f. Di ltaS Rp. 5 milyar s /d Rp.10 milyar ditetapkan sebesar 3% (tiga 
persen) dari pagu anggaran; 

g. Diatas Rp. 10 milyar s/d Rp. 25 milyar ditctapkan scbcsar 2,5% (dua 
koma Lima persen) dari pagu anggaran; 

h. Diatas Rp. 25 milyar sebesar 2% (dua persen) dari pagu anggaran. 
(3) Biaya perencanaan teknis konstruksi dihitung secara orang/ buJan dan 

biaya langsung yang bisa diganti sesuai dengan ketentuan billing rate. 
(4) Biaya percncanaan teknis konstruksi yang akan d1cantumkan dalam 

kontrak termasuk biaya untuk : 
a. honorarium tenaga ahli dan tcnaga penunjang; 
b . materi dan pcnggandaan laporan; 
c. pcmbclian dan scwa peralatan; 
d. sewa kendaraan; 
e. biaya rapat-rapat; 
f. perjalanan (lokal maupun luar kota); 
g. as•Jransi/ perlanggungan (indemnity insurance); 
h . pb elk dan iuran daerah lainnya. 

(5) Pembayaran biaya perencanaan teknis konstruksi didasarkan pada 
pencapaian prestasi/ kcmajuan perencanaan yang besarannya ditetapkan 
dalam kontrak. 

Bag1an Kedua 
Biaya Pengawasan Konstruksi 

Pasal 5 

(I) Biaya pengawasan konsu-uksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b dibcba nkan pada !:>1aya untuk kegiatan pengawasan yang 
bersangkutan. 

(2) Besaran niJai biaya pengawasan ditetapkan maksimum sebagai bcrikut: 
a. Sampai dengan Rp. 250 juta sebcsar 4,5% (empat koma lima persen) 

dari pagu anggaran; 
b. Diatas Rp. 250 s/d Rp. 500 juta sebesar 4% (empat pcrsen) dari pagu 

ano,garan; 
c. 01 .tas Rp. 500 juta s/ d Rp. 1 milyar sebcsar 3 ,5% (tiga koma lima 

persen) dari pagu anggaran; 
d. Diatas Rp. l milyar s/d Rp. 2,5 milyar ditetapkan 3% (tiga persen) dari 

pagu anggaran; 
e . Diatas Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar ditetapkan scbcsar 2,5% (dua 

koma Lima persen) dari pagu anggaran; 
f. Diatas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milya r diteta pkan scbesar 2%, (dua 

persen) dari pagu anggaran; 
g. Diatas Rp. 10 milyar s/ d Rp. 25 milyar ditctapkan sebesar 1,5% (satu 

koma lima persen) dari pagu anggaran; 
h . Diatas Rp. 25 milyar scbesar 1% (satu pcrsen) dari pagu anggaran. 
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(3) Biaya pcngawasan konstruksi dihitung secara orang/bulan dan biaya 
langsung yang bisa diganti sesuai dengan ketentuan billing rate. 

f4) Biaya pcngawasan konstruksi yang akan dicantumkan dalam kontrak 
tenn1.tsuk biaya untuk: 
a. he •ora rium tenaga ahli dan tcnaga penunjang; 
b. mueri dan penggandaan laporan; 

c. pembelian dan /atau sewa peralatan; 
d. sewa kendarnan; 

e. biaya rapat-rapat; 
f. perjalanan (lokal maupun luar kotn); 
g. asuransi/ pcrtanggungan (indemnity insurance) ; 

h. pajak dan iuran daerah lainnya. 
(5) Pcmbayaran biaya pcngawasan konstruksi dapat dibayarkan secara 

bulana n atau tahapan tertcntu yang besarannya ditctapkan dalam 
kontrak. 

Bagian Ketiga 
Biaya Pengelolaan Kegiatan 

Pasal6 

(1) Biaya pengclolaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c 
dibebankan pada biaya untuk pengelolaan kegiatan yang bcrsangkutan. 

(2) Besaran nilai biaya pengelolaan kegiatan ditetapkan sebagai berikut : 
a. Sampai dcngan Rp. 250 juta scbesar 5% (lima pcrscn) dari pagu 

anggaran; 
b. Diatas Rp. 250 s / d Rp.500 juta sebcsar 4% (cmpac persen) dari pagu 

anggaran; 
c. Diatas Rp. 500 juca s/d Rp. I mil)ar scbesar 3% (tiga perscn) dari pagu 

anggaran; 
d. Diatas Rp. l milyar s/d Rp. 2.5 milyar ditctapkan 2,5% (dua koma limn 

persen) dari pagu anggaran; 
e. Diacas Rp. 2,5 milyar s /d Rp. 5 milyar ditctapkan scbcsar 2% (dua 

persen) dari pagu anggaran; 

f. Diatas Rp. 5 milyar s / d Rp. 10 milyar ditetapkan sebcsar 1%, (satu 
persen) dari pagu anggaran; 

g. O1Atas Rp. 10 milyar s /d Rp. 25 milyar ditetapkan sebcsar 0,7% (nol 
kc. .ta tujuh pcrsen) dari pagu anggaran; 

h. Diatas Rp. 25 milyar sebesar 0,5% (no! koma lima pcrsen) da ri pagu 
anggaran. 

(3) Biaya pengclolaan kcgiatan digunakan untuk keperluan honorarium 
pengelola teknis, honorarium tenaga ahh/narasumber (apabila 
diperlukan), perjalanan dinas, transpor lokal, biaya ra pa t, biaya 
pcmbelian/pcnyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan 
yang bersangkutan sesuai dcngan pcntahapannya. 

(4) Besaran biaya pengelolaan keg1atan mcngikuti ketcntuan yang berlaku. 
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Bag1.m Keempat 
Pajak dan Biaya Perizinan 

Pasal 7 

DidaJam masing-masing komponcn biaya pekerjaan konstruksi termasuk 
scmua beban pajak dan biaya perizinan scsuai dengan Peraturan Perundang­
undangan yang berlaku. 

BAB V 
KETEN'l"UAN PENUTUP 

Pasal8 

Peraturan Bupati ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuir.,a, memerintahkan pengundangan Pcraturan 
Bupati ini, dcngan penempatfu"'lnya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Bojonegoro. 

Ditctapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 26 Maret 2014 

BUPATIBOJONEGORO, 

ttd. 

H. SUYO TO 
Diundangkan di Bojonegoro 
pad a tanggal 26 Maret 2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

ctd. 

SOEHADI MOEWONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 15 . 

-=.,,....,,·"""nan sesuai dcmgan aslinya 
SEKRETARI ~ KABUPATEN BOJONEGORO 

1;.\ ,, 

~ ~;~' ad}~ J 
"Db. SOEHADI MOEWONO,MM 

Pe,cpbjna Utar:1a Madya 
NJP.'"19'600131 198603 1 008 


